ABSTRAK

MUHAMMAD HASAN MASKUR, 12102173096, Efektivitas Kursus Pra
Nikah Sebagai Ikhtiar Dalam Meminimalisasi Angka Perceraian (Studi
Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan
lImu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022,
Pembimbing: Dr. Rohmawati, M. A..
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pelaksanaan kursus pra nikah di
KUA Kecamatan Kedungwaru yang dijadikan solusi karena tingginya angka
perceraian dan permasalahan rumah tangga yang sering terjadi di wilayah
Kecamatan Kedungwaru disebabkan karena kurangnya pemahaman bagi
calon pengantin yang akan menikah, Kursus Pra Nikah ini telah di atur pada
Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11/542 tahun 2013 tentang pedoman
pelaksanaan kursus pra nikah yang telah di perbarui pada Keputusan Dirjen
Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang petunjuk teknis bimbingan
perkawinan bagi calon pengantin.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah di
KUA Kedungwaru Tulungagung. 2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan
kursus pra nikah dalam meminimalisasi angka perceraian di wilayah
kecamaran Kedungwaru Tulungagung. Adapun yang menjadu tujuan dari
penelitian ini adalah: 1) Untuk lebih memahami tentang pelaksanaan kursus
pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedungwaru Tulungagung.
2) Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari pelaksanaan kursus pra
nikah terhadap angka perceraian di wilayah kecamatan Kedungwaru
Tulungagung.

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode
penelitian kualitatif dan jenis penelitianya adalah penelitian lapangan (field
research). Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam
melakukan penelitian berupa wawancara yang mendalam, observasi,
dokumentas dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data, peneliti
menggunakan keakuratan, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : 1) pelaksanaan kursus pra
nikah di KUA Kecamatan Kedungwaru dilaksanakan dengan 2 metode, pada
metode yang pertama sesuai intruksi dari Kemenag dan dibiayai oleh
pemerintah yang hanya 3 angkatan dalam 1 tahunya dan setiap angkatan
terdapat 15 pasangan, kursus pra nikah tidak menjadi kewajiban dari pasangan
pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan
Kedungwaru yang dikarenakan minimnya kuota yang di sediakan. Pada
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model kedua pelaksanaan kursus pra nikah dilakukan pada saat setelah proses
rapa’an atau penelitian dengan memberikan motifasi kepada calon pengantin
yang akan melaksanakan pernikahan dengan singkat. Pelaksanaan kursus pra
nikah sendiri telah di atur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor
DJ.11/542 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kursus pra nikah yang
telah di perbarui pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017
Tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. 2)
Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kedungwaru telah berjalan
secara efektiv akan tetapi kurang maksimal dalam pelaksanaanya dan harus
terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan sehingga
tujuan dari pelaksanaan kursus pra nikah dapat terwujud.
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ABSTRACT

MUHAMMAD HASAN MASKUR, 12102173096, Effectiveness of Pre-
Marriage Courses as an Effort in Minimizing Divorce Rates (Study at
the Office of Religious Affairs, Kedungwaru District, Tulungagung
Regency), Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and
Legal Studies, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022,
Supervisor: Dr. . Rohmawati, MA.

Keywords: Effectiveness, Pre-Marriage Course, Divorce

This research is motivated by the implementation of a pre-wedding
course at the Office of Religious Affairs Kedungwaru District which is used
as a solution because of the high divorce rate and household problems that
often occur in the Kedungwaru District area due to a lack of understanding for
the bride and groom who will get married. Director General of Islamic
Guidance Number DJ.11/542 of 2013 regarding guidelines for implementing
pre-marital courses which has been updated in the Decree of the Director
General of Islamic Community Guidance Number 373 of 2017 concerning
technical guidelines for marriage guidance for prospective brides.

The formulation of the problem: 1) How is the implementation of the
pre-wedding course at the Office of Religious Affairs Kedungwaru
Tulungagung. 2) How is the effectiveness of the implementation of pre-
marital courses in minimizing the divorce rate in the Kedungwaru
Tulungagung district. The objectives of this research are: 1) To better
understand the implementation of the pre-marital course which was held at the
Office of Religious Affairs, Kedungwaru District, Tulungagung. 2) To find
out the impact caused by the implementation of pre-marital courses on the
divorce rate in the Kedungwaru Tulungagung sub-district.

The research method used by the researcher is a qualitative research
method and the type of research is field research. Data collection techniques
used by researchers in conducting research in the form of in-depth interviews,
observation, documentation and data analysis. While checking the validity of
the data, the researcher uses accuracy, transferability, dependability,
confirmability

The results of this study indicate that: 1) the implementation of pre-
marital courses at the Office of Religious Affairs Kedungwaru District is
carried out by 2 methods, the first method is according to the instructions
from the Ministry of Religion and is financed by the government which is
only 3 batches in 1 year and each batch there are 15 couples, pre-marital
courses Marriage is not an obligation of the bride and groom who will carry
out the wedding at the Office of Religious Affairs Kedungwaru District due to
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the lack of quota provided. In the second model the implementation of pre-
wedding courses is carried out after the rapaan or research process by
providing motivation to the bride and groom who will carry out the wedding
in a short time. The implementation of the pre-wedding course itself has been
regulated in the Regulation of the Director General of Islamic Community
Guidance Number DJ. 11/542 of 2013 regarding guidelines for the
implementation of pre-marital courses which have been updated in the Decree
of the Director General of Islamic Community Guidance Number 373 of 2017
concerning technical guidelines for marriage guidance for prospective brides.
2) The implementation of the pre-wedding course at the Office of Religious
Affairs Kedungwaru District has been running effectively but is not optimal in
its implementation and must continue to be improved according to the needs
in the field so that the objectives of the pre-wedding course implementation
can be realized.
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